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MOTTO 

 

“Barang siapa yang menjalani akan satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, 

memudahkan Allah SWT baginya akan jalan ke Surga” 

(Riwayat Muslim)1 

 

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh” 

(Andrew Jackson)2 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Riwayat Muslim 
2 Andrew Jackson. Contoh motto terbaru dalam skripsi.   
     http://www.maribelajarbk. web.id/2015/03/contoh-motto-terbaru-dalam-  
     skripsi.html. 
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PERNYATAAN 

 

 Saya yang bertandatangan di bawah ini: 

  Nama : Aliffia Nur Yanuarsih 

  NIM : 130903101028 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata (LPKN) 

yang berjudul ”Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli pada Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso” adalah benar-benar hasil karya 

sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah 

diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung 

jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus 

dijunjung tinggi. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan 

dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika 

ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar. 

 

 

 

 

Jember, 21 April 2016 

Yang menyatakan, 

 

 

Aliffia Nur Yanuarsih 

NIM 130903101028 
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Ketua, 

 

 

Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M 

NIP 197508252002121002 

 

Sekretaris,         Anggota, 

 

 

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP Yeni Puspita SE., ME 

    NIP 197410072000121001 NIP 19831012014042001 
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Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember 

 

 

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A 

NIP 195207271981031003 
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RINGKASAN 

 

Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli Pada Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso; Aliffia Nur Yanuarsih, 

130903101028; 2016. 75 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan 

Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada tanggal 22 Februari 2016 sampai 

dengan 22 Maret 2016 di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Bondowoso bertujuan untuk mengetahui prosedur-prosedur perpajakan 

seperti prosedur pembayaran, penelitian, dan perhitungan BPHTB atas jual beli 

yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Bondowoso yang mencakup syarat-syarat dokumen yang diperlukan dalam hal 

jual beli, dan juga dapat mengetahui semua kegiatan yang ada di Kantor Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso khususnya di 

Bidang PBB P2 dan BPHTB secara praktek. 

 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang 

dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 

diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan, 

sedangkan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak 

pengelolaan beserta bangunan di atasnya. 

Prosedur validasi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yaitu suatu langkah 

yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Bondowoso untuk mengoreksi kelengkapan dokumen, mencocokkan NOP yang 

dicantumkan dalam SSPD-BPHTB dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi 

SPPT atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/bukti pembayaran, mencocokkan 

NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam  SSPD BPHTB dengan 

NJOP bumi per meter persegi pada SPPT maupun sertifikat tanah, mencocokkan 

NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB 

dengan NJOP bangunan per meter persegi pada SPPT, meneliti kebenaran 
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penghitungan BPHTB yang meliputi komponen NPOP, NPOPTKP, tarif, 

pengenaan atas objek pajak tertentu, besarnya BPHTB yang terutang, dan BPHTB 

yang harus dibayar, dan meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, 

termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri. 

Setelah semua informasi objek pajak dalam SSPD-BPHTB sesuai dan 

kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Bidang pelayanan BPHTB 

membubuhkan tandatangan dan stempel pada Formulir Permohonan Penelitian 

SSPD-BPHTB yang telah diteliti.  

Pelaksanaan validasi SSPD-BPHTB dilakukan setelah Wajib Pajak 

melakukan pembayaran BPHTB terhutang dengan menggunakan SSPD-BPHTB 

melalui Bank Jatim yaitu bank yang ditunjuk oleh Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. Penelitian SSPD-BPHTB 

dilakukan oleh bagian pelayanan BPHTB. Setelah itu, SSPD-BPHTB akan 

ditandatangani oleh Kasie Intens dan Ekstens PBB dan BPHTB yang kemudian 

akan diberikan kepada wajib pajak untuk SSPD-BPHTB lembar 1, 2 dan 3 dan 

Bagian Pelayanan BPHTB mengarsip SSPD-BPHTB lembar 4, formulir 

permohonan penelitian SSPD-BPHTB, form pengajuan data dan berkas-berkas 

wajib pajak terkait pengajuan validasi SSPD-BPHTB sebagai dokumentasi. 

 

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 2004/UN25.1.2/SP/2016, Jurusan 

Ilmu Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata 

yang berjudul “Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli pada Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso” dengan 

lancar. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu 

syarat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan 

memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada jurusan Ilmu Administrasi, Program 

Studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak terlepas dari dorongan, 

bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak yang selama ini telah ikhlas dan 

senang hati membantu penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima 

kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 
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Praktek Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini; 

6. Bapak Galih Wicaksono,SE.,M.Si.,Ak selaku Dosen supervisi yang telah 

memberikan arahan serta bimbingan dalam menjalankan Praktek Kerja Nyata 
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7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi 

kesuksesan belajar penulis, serta  seluruh staf usaha yang telah membantu 
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penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember; 

8. Ibu Dra. Farida, M.Si, selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten Bondowoso yang telah menerima penulis untuk 

melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten Bondowoso; 

9. Bapak Drs. Heru Sukamto, M. Si, selaku kepala bidang PBB dan BPHTB; 

10. Seluruh staf dan karyawan bidang PBB dan BPHTB; 

11. Seluruh keluarga besar saya, terutama ayah dan ibu saya tercinta, terimakasih 

atas do’a, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini; 

12. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2013 dan semua pihak yang 

telah membantu saya selama studi. 

13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah 

mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki 

kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritik dan saran dari 

semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga 

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak 

khususnya pembaca. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Sebagai suatu negara, Indonesia memiliki kebutuhan serta memerlukan 

kebutuhan untuk membiayai pembangunan semua sarana dan prasana yang 

bermanfaat bagi kehidupan seluruh rakyat Indonsesia. Salah satu upaya untuk  

memenuhi kebutuhan tersebut, negara melalui pemerintah sebagai penyelenggara 

pemerintahan memperoleh kebutuhan tersebut salah satunya dari sektor pajak.  

 Pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh 

pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk 

menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut 

masuk dalam APBD. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan 

pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran 

masyarakat dengan kewajiban membayar pajak dengan mematuhi aturan yang 

telah ditetapkan oleh negara.  

 Sejak tanggal 1 Januari 2011, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan resmi menjadi 

pajak kabupaten atau kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi Daerah (PDRD). Oleh karena itu, 

diharapkan daerah bisa manambah aset Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, 

merupakan instansi daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana 

Pemerintah Kabupaten Bondowoso di bidang pendapatan dan pengelolaan 

Keuangan. Tugas dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Bondowoso menerima dan mengkoordinasikan segala pendapatan daerah 
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termasuk pajak daerah dan pajak retribusi daerah. Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso diberi kewenangan untuk 

memungut pajak daerah yang meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, PBB Pedesaan dan Perkotaan, dan 

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB), sebagaimana 

tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah.  

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso 

mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintah kabupaten dalam 

merumuskan kebijakan penerimaan pajak dan retribusi, mengadakan koordinasi 

dengan instansi terkait dalam perencanaan, pengkajian teknis tentang panggilan 

dan pengembangan pendapatan serta pengendalian pelaksanaan pemungutan 

pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

Kabupaten Bondowoso merupakan daerah yang mulai berkembang dan 

mulai mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, memanfaatkan dengan baik 

sumber daya manusia maupun alamnya. Penerimaan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Bondowoso dari penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan dari 

target yang ditetapkan, sebagaimana tercantum pada tabel 1.1 berikut:  

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada Kabupaten Bondowoso 
Tahun Anggaran 2014 

 

No Jenis Pendapatan 

Tahun 2014 

Target 
Penerimaan 

(RP) 

Realisasi 
(RP) 

1 Pajak Hotel 441.000.000 796.887.661

2 Pajak Restoran 297.900.000 551.567.483

3 Pajak Hiburan 25.400.000 21.811.000

4 Pajak Reklame 202.400.000 339.417.305

5 Pajak Penerangan Jalan 6.800.000.000 8.923.982.813
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No Jenis Pendapatan 

Tahun 2014 

Target 
Penerimaan 

(RP) 

Realisasi 
(RP) 

6 Pajak Parkir 26.000.000 40.385.600

7 Pajak Air Tanah 105.000.000 135.022.324

8 Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan 

- 5.751.450

9 PBB P2 7.000.000.000 8.536.543.199

10 BPHTB 2.000.000.000 1.928.315.118

Jumlah  16.897.700.000 21.279.683.953

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, 2016 

Dari data yang ada pada tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah realisasi dari 

setiap pajak daerah yang diperoleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Bondowoso terutama pada Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan 

Pedesaan (PBB P2) serta pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) menyumbang pemasukan pada Pedapatan Asli Daerah (PAD) yang 

cukup tinggi nominalnya. Oleh karena itu, dilihat dari jumlah nominal yang cukup 

tinggi, Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dan Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan telah mendekati target yang ditetapkan yaitu target 

untuk Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan sebesar Rp 7.000.000.000,- 

dan sebesar Rp 2.000.000.000,- target untuk pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan.  

Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso dikarenakan Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso berwewenang untuk mengelola 

Pajak Daerah dan Retribusi daerah khususnya pajak Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak  BPHTB merupakan pajak yang produktif 

untuk menambah Pedapatan Asli Daerah (PAD) jika dapat dioptimalkan 

sosialisasi dan pelayanannya. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak BPHTB 

hampir mencapai target yang ditentukan, yaitu sebanyak Rp 1.928.315.118. Pada 
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Tabel 1.2 berikut menunjukkan rincian dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan Tahun anggaran 2014 sampai dengan bulan Desember. 

Tabel 1.2 Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun   
anggaran 2014 sampai dengan bulan Desember  
 

No BULAN 
Target 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

1 Januari 2.000.000.000 124.177.740

2 Februari 2.000.000.000 191.903.712

3 Maret 2.000.000.000 289.605.772

4 April 2.000.000.000 363.551.086

5 Mei 2.000.000.000 545.111.086

6 Juni 2.000.000.000 702.053.959

7 Juli 2.000.000.000 823.315.309

8 Agustus 2.000.000.000 866.387.385

9 September 2.000.000.000 1.123.576.943

10 Oktober 2.000.000.000 1.504.443.859

11 November 2.000.000.000 1.778.364.356

12 Desember 2.000.000.000 1.928.315.118

Jumlah 2.000.000.000 1.928.315.118

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, 2016 

Usaha pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk mengoptimalkan pajak 

BPHTB yaitu melalui sosialisasi dan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. 

Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam mengoptimalkan 

pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso menggunakan 

prosedur validasi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD-BPHTB).Validasi  

SSPD-BPHTB berguna untuk mencocokkan data objek pajak pada Surat Setoran 

Pajak Daerah (SSPD-BPHTB) dan dokumen pendukung wajib pajak. Prosedur 

validasi BPHTB tersebut berguna untuk memfilter kesalahan-kesalahan yang 

dibuat oleh wajib pajak. Kesalahan-kesalahan tersebut antara lain 

ketidakcocokkan antara lembar SSPD-BPHTB dengan dokumen pendukung wajib 

pajak dalam pengajuan validasi, dan data pendukung wajib pajak tidak lengkap 
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dengan syarat-syarat pengajuan validasi. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat 

menyebabkan kesalahan pada besarnya pajak terhutang, serta keterlambatan dari 

proses validasi SSPD-BPHTB. Persyaratan yang tidak lengkap dari wajib pajak, 

akan memperlambat prosedur validasi SSPD-BPHTB karena wajib pajak harus 

kembali untuk melengkapi data tersebut. 

Dengan adanya keadaan tersebut, penulis tertarik dengan pembahasan 

pajak daerah BPHTB yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten Bondowoso, tempat penulis melakukan Praktek Kerja Nyata 

yang ditempatkan pada Bidang PBB P2 dan BPHTB di Bagian Pelayanan 

BPHTB. Sehingga penulis memutuskan untuk mengambil Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai laporan tugas akhir dengan judul 

“Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan atas Transaksi Jual Beli Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten Bondowoso“. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas dan data yang 

diperoleh selama Praktek Kerja Nyata di Kantor Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, maka rumusan masalah yang 

ingin dikemukakan adalah bagaimana Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak 

Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli 

Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

a. Untuk mengetahui Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli Pada 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso 

secara teori maupun secara praktek langsung. 

b. Untuk mengetahui tarif pajak dan cara perhitungan Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan atau Bangunan atas jual beli. 
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1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Mengetahui Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli  

Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Bondowoso. 

2) Memperoleh pengalaman pribadi untuk menambah pengetahuan 

tentang tarif pajak dan cara perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan atau Bangunan atas jual beli. 

3) Memperdalam informasi dan pengetahuan dalam bidang perpajakan 

seiring dengan adanya Undang-undang perpajakan yang sewaktu-

waktu dapat berubah. 

4) Sebagai sarana untuk belajar dan memperoleh data dalam rangka 

penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN). 

b. Bagi Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Bondowoso 

1) Dengan disusunnya Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) nantinya 

dapat diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan dapat memberikan 

informasi timbal balik bagi mahasiswa dan Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. 

2) Sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan kerja. 

3) Sebagai sarana menghubungkan antar lembaga pendidikan dengan 

instansi terkait dalam penyediaan lapangan kerja. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Dasar-dasar Perpajakan 

2.1.1 Definisi Pajak 

 Definisi perpajakan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH “pajak 

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung 

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” 

(Mardiasmo,2011:1). 

 Ada pula para ahli yang mendefinisikan pajak yang melihat dari sudut 

pandang fungsi Budgeter dari pajak. Prof. Dr. P. J. A. Andriani mengemukakan 

pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 

yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat 

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran–pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang 

menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2008:2). 

 Dari definisi pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri 

khas yang selalu melekat pada pengertian pajak sebagai berikut: 

a. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak adalah negara 

baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada rakyatnya yang berupa 

uang (bukan barang). 

b. Berdasarkan peraturan pajak dipungut berdasarkan Undang-undang sehingga 

bersifat memaksa. 

c. Tanpa jasa timbal balik atau prestasi dari negara secara langsung dapat 

ditunjuk. 

d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yakni pajak digunakan 

untuk kepentingan negara guna memakmurkan masyarakatnya dalam 

menyelenggarakan pemerintahan. 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang 

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Undang-undang tanpa jasa timbal balik 

secara langsung untuk kepentingan bersama. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

 Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dan pajak akan 

digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara, salah satunya untuk 

pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai dua fungsi yaitu: 

a. Fungsi anggaran (budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 

pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak 

dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

b. Fungsi mengatur (regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih 

tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pada barang mewah. 

(Waluyo, 2008:6) 

 

2.1.3 Pengelompokan pajak 

 Menurut Mardiasmo (2011:5) dalam bukunya pembagian pajak dibagi 

berdasarkan golongan, sifat, dan pemungutan, adalah sebagai berikut: 

a. Menurut golongan  

1. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak 

yang bersangkutan. Contoh: Pajak penghasilan (Pph). 

2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

b. Menurut sifat  

1. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


9 
 

 
 

memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak penghasilan 

(Pph). 

2. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM). 

c. Menurut pemungut dan pengelolanya 

1. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak 

penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai. 

2. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.  

Pajak daerah terdiri atas:  

a) Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan 

bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak 

air permukaan dan pajak rokok. 

b) Pajak kabupaten atau kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, pajak 

reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parker, pajak 

mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung 

wallet, pajak pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah 

dan bangunan. 

 

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga (Waluyo, 2008:17) 

yaitu sebagai berikut: 

a. Official assesment system  

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang 

terhutang. Ciri Official assesment system adalah sebagai berikut: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang kepada fiskus.  
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2) Wajib pajak bersifat pasif. 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

b. Self assesment system 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 

harus dibayar. 

c. Withholding system  

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang 

terhutang oleh wajib pajak. 

 

2.1.5 Tarif Pajak 

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terhutang (pajak 

yang harus dibayar). Dari pengertian diatas, perhitungan pajak terhutang 

menggunakan tarif pajak dan pemungutannya tidak terlepas dari keadilan. 

Penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan. Besarnya tarif pajak dapat 

dinyatakan dalam prosentase.  

Menurut Mardiasmo (2011:9) dalam bukunya, tarif pajak dibagi menjadi 4 

macam, yaitu:  

a. Tarif sebanding/proposional 

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya 

nilai dikenai pajak.    

Contoh: penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan 

dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. 

b. Tarif tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.  

Contoh: besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai 

normal berapapun adalah Rp 3.000,00.   
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c. Tarif progresif 

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar.  

Contoh: pasal 17 undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang 

pribadi dalam negeri 

d. Tarif degresif  

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. 

 

2.2 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000 perubahan Undang-

Undang RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi dan 

perubahan terakhir Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak 

daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 

2.2.2 Jenis Pajak Daerah 

Jenis Pajak berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor. 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak  Tarif Pajak  

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00 15% 

Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00 25% 

Di atas Rp 500.000.000,00 30% 
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3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

4) Pajak Air Permukaan, dan 

5) Pajak Rokok. 

b. Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas: 

1) Pajak Hotel. 

2) Pajak Restoran. 

3) Pajak Hiburan. 

4) Pajak Reklame. 

5) Pajak Penerangan Jalan. 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

7) Pajak Parkir. 

8) Pajak Air Tanah. 

9) Pajak Sarang Burung Walet. 

10)  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan  

11)  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

2.2.3 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak 

Tata cara pembayaran dan penagihan pajak berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 bagian ketiga Pasal 85 dan Pasal 

86 adalah sebagai berikut: 

Pasal 85 

1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak 

yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat 

terhutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya 

SPPT oleh wajib pajak. 

2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, 

Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan 

jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan 

pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak 

tanggal diterbitkan. 
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3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang 

ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk 

mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 

sebesar 2% (dua perseratus) sebulan. 

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat 

pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan 

Peraturan Bupati.  

Pasal 86 

1) Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 

STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan 

Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada 

waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. 

2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

 

2.2.4 Pengertian Retribusi Daerah 

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau Badan (Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009). 

 

2.3 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  (BPHTB) 

2.3.1 Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

Berikut beberapa istilah dan pengertiannya terkait Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan 

atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan; 

b. perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa 

hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan 

oleh orang pribadi atau badan; 
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c. hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak 

pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang  pokok-pokok Agraria, Undang-undang No.16 Tahun 1985 

tentang rumah susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

(Siti Resmi, 2015:260) 

Jadi, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak 

yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yaitu perbuatan 

atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau 

bangunan oleh orang pribadi atau badan. 

 

2.3.2 Saat Berlakunya Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Menjadi 

Pajak Daerah Kabupaten/Kota 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) sepenuhnya 

dialihkan ke kabupaten/kota mulai tanggal 1 Januari 2011, sehingga Undang-

undang Nomor 21 tahun 1997 tentang BPHTB stdd Undang-undang Nomor 20 

tahun 2000 (UU BPHTB) tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak 

diberlakukannya Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). 

Dengan demikian per tanggal 1 Januari 2011 Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

(KPP Pratama) tidak lagi melayani pengelolaan pelayanan BPHTB, sehingga 

wajib pajak yang akan melaporkan pembayaran BPHTB sehubungan dengan 

proses transaksi properti yang dilakukannya akan langsung ditangani oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. Dengan pengalihan ini diharapkan BPHTB 

akan menjadi salah satu sumber PAD yang cukup potensial bagi daerah tertentu, 

dibandingkan dari keseluruhan penerimaan pajak-pajak daerah. 

 

2.3.3 Dasar Hukum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan 

 Dasar hukum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah sebagai 

berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 
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b. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah Bagian Kesebelas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Pasal 71-80. 

c. Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 57 Tahun 2010 tentang 

Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan Kabupaten Bondowoso. 

 

2.3.4 Wajib, Subjek, dan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau 

Bangunan 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menjadi wajib 

pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah orang pribadi atau 

badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek pajak Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah orang pribadi atau badan 

yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Objek pajak Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan atau 

bangunan. Perolehan atas tanah dan bangunan meliputi sebagai berikut: 

a. Pemindahan hak karena; 

1. jual beli; 

2. tukar menukar; 

3. hibah; 

4. hibah wasiat; 

5. waris; 

6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 

7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 

8. penunjukan pembeli dalam lelang; 

9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 

10. penggabungan usaha; 

11. peleburan usaha; 

12. pemekaran usaha; atau 

13. hadiah. 

b. Pemberian hak baru, karena: 
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1. Kelanjutan pelepasan hak; atau 

2. di luar pelepasan hak. 

Hak atas tanah dan bangunan, terdiri dari: 

1) Hak milik, turun-temurun, terkuat, dan terpengaruh yang dapat dimiliki orang 

pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah; 

2) hak guna usaha, hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh 

Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-

undangan yang berlaku; 

3) hak guna bangunan, hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-

bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang 

ditetapkan dalam undang-undang; 

4) hak pakai, hak untuk menggunakan dan atau dikuasai langsung oleh Negara 

atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang 

ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 

memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan 

perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa 

atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan 

dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

5) hak milik atas satuan rumah susun, hak milik atas satuan yang bersifat 

perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga 

hak atas bagian bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan; 

6) hak pengelolaan, hak menguasai dari Negara yang kewenangan 

pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, 

berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah 

untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah 

tersebut pada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. 

 

2.3.5 Bukan Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bagunan 

Pada BPHTB tidak semua perolehan hak atas tanah dan bangunan 

dikenakan pajak. Objek yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang 
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diperoleh oleh orang atau badan tertentu. Menurut Siti Resmi (2015:264) objek 

pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh: 

a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; 

b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan 

pembangunan guna kepentingan umum; 

c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan 

peraturan menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan 

organisasi tersebut; 

d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum 

lain dengan tidak adanya perubahan nama; 

e. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan 

f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 

 

2.3.6 Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau 

Bangunan 

Tarif Pajak BPTHB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dan 

ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota 

untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-

masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah/kabupaten diberi 

kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda 

dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari lima persen. 

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 tahun 2010 

pasal 75 tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% 

(lima perseratus).  Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan 

pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

(NPOPTKP) dengan formulasi sebagai berikut: 

 

 
BPHTB = 5% x (NPOP - NPOPTKP) 
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Keterangan: 

BPHTB = Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan 

NPOP  = Nilai Perolehan Objek Pajak 

NPOPTKP = Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

 

2.3.7 Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) 

yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten. Adapun dasar pengenaan dan tarif 

pajak BPHTB Kabupaten Bondowoso diatur pada Peraturan daerah Kabupaten  

Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 pasal 74, yaitu: 

a. Jual beli adalah harga transaksi; 

b. tukar-menukar adalah nilai pasar; 

c. hibah adalah nilai pasar; 

d. hibah wasiat adalah nilai pasar; 

e. waris adalah nilai pasar; 

f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; 

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; 

h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap adalah nilai pasar; 

i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah 

nilai pasar; 

j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar; 

k. penggabungan usaha adalah nilai pasar; 

l. peleburan usaha adalah nilai pasar; 

m. pemekaran usaha adalah nilai pasar; 

n. hadiah adalah nilai pasar; 

o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum 

dalam risalah lelang. 

Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek 
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Pajak (NJOP) yang digunakan dalam pengenaan PBB P2 pada tahun terjadinya 

perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang dipakai adalah NJOP PBB. 

 

2.3.8 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 

NPOPTKP adalah suatu besaran tertentu dari NPOP yang tidak dikenakan 

pajak. Apabila NPOP yang menjadi dasar pengenaan pajak suatu objek BPTHB 

kurang dari NPOPTKP yang ditetapkan maka atas objek pajak tersebut tidak ada 

BPHTB yang harus dibayar atau tidak terhutang BPHTB. Semntara apabila NPOP 

besarnya lebih dari NPOPTKP yang ditetapkan maka besarnya pajak terhutang 

dihitung  dari selisih antara NPOP dan NPOPTKP (Marihot Pahala Siahaan, 

2010:591). 

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) diberikan 

untuk setiap perolehan hak sebagai pengurang penghitungan BPHTB terutang. 

a. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah ditetapkan 

sebesar Rp 60.000.000,00 untuk setiap wajib pajak (PERDA Nomor 15 Tahun 

2010); 

b. dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima oleh 

orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi 

hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena 

Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (PERDA Nomor 15 

Tahun 2010); 

c. jika Nilai Perolehan Pajak Kurang dari Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak 

Kena Pajak (NPOPTKP), maka Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak 

adalah nihil. 

 

2.3.9 Saat Pajak Terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan  

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 tahun 2010 pasal 77 

mengatur tentang saat terutang pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan dengan ditetapkan untuk: 

a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


20 
 

 
 

b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya 

ke Kantor Pertanahan; 

f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal 

dibuat dan ditandatanganinya akta; 

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatanganinya akta; 

h. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, yaitu tanggal 

ditandatanganinya Risalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara atau 

kantor lelang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku yang memuat antara lain nama pemenang lelang; 

i. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap; 

j. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah 

sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian 

hak; 

k. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani 

dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; 

l. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda-tanganinya akta; 

m. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda-tanganinya akta; 

n. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda-tanganinya akta; 

o. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. 

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak dengan 

menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah). 

 

2.4 Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli 

2.4.1 Pengertian Prosedur 

Menurut kamus pelajaran sekolah, prosedur adalah tahap kegiatan untuk 
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menyelesaikan suatu kegiatan (2003:523). Jadi, prosedur adalah serangkaian 

tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan dan proses yang 

dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang 

diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur dapat 

mengakibatkan sebuah perubahan. 

 

2.4.2  Pengertian Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli 

 Setelah memahami pengertian prosedur, dapat disimpulkan bahwa 

prosedur validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah tata cara 

atau langkah-langkah untuk mengoreksi kelengkapan dokumen yang dapat 

dipastikan bahwa data yang diajukan telah sesuai dengan kriteria yang diajukan. 

Setelah itu, berkas yang akan diambil diberi nomor urut validasi guna 

mempermudah pengambilan berkas. Prosedur validasi SSPD-BPHTB merupakan 

langkah-langkah untuk mengoreksi data yang ada di lembar formulir SSPD-

BPHTB dengan dokumen pendukung wajib pajak seperti halnya mengoreksi 

perhitungan NJOP,  harga transaksi, dan perhitungan BPHTB terhutang. 

 Prosedur validasi SSPD-BPHTB menurut Peraturan Bupati Kabupaten 

Bondowoso maksudnya adalah prosedur penelitian Surat Setoran Pajak daerah 

BPHTB. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 57 Tahun 

2010 BAB II pasal 2 ayat 5, prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah 

BPHTB sebagaimana yang dimaksud adalah prosedur verifikasi yang dilakukan 

satuan kerja perangkat daerah yang membidangi atas kebenaran dan kelengkapan 

SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya. Pihak yang terkait dalam prosedur 

validasi SSPD-BPHTB adalah wajib pajak selaku penerima hak dan bagian 

pelayanan BPHTB pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Bondowoso. 
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BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

3.1 Latar Belakang Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Bondowoso 

 Perubahan kewenangan daerah secara fungsi maupun struktur 

pemerintahan, mengakibatkan pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian-

penyesuaian dalam menyeleggarakan pemerintahan sebagai konsekuensi terhadap 

perubahan kewenangan. Disatu sisi dengan adanya pemberian otonomi 

mengakibatkan daerah memiliki kemandirian untuk menentukan sendiri urusan 

pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah sehingga diharapkan lebih 

optimal dalam membangun masyarakat untuk mencapai kemakmuran serta 

kesejahteraan, akan tetapi disisi lain dengan adanya otonomi daerah berdampak 

secara langsung terhadap peningkatan kebutuhan pendanaan daerah.  

 Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu diatur 

pemenuhan kebutuhan dana pemerintah melalui dana perimbangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah sehingga pemerintah pusat dan daerah dapat melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.  

 

3.2 Visi, Misi dan Kebijakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten Bondowoso 

3.2.1 Visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso 

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, bagaimana Dinas Pendapatan 

dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso harus berkarya agar konsisten 

dan eksis, antisipatif dan inovatif serta produktif. 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, 

berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


23 
 

dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. Visi Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso : “Terwujudnya 

Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah, Keuangan Daerah dan yang Tertib, Efektif, 

Efisien, Transparan dan Akuntabel”. 

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang 

terkandung didalamnya, yaitu: 

a. Terwujudnya tata kelola PAD dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso sebagai innovator dan pelopor 

yang bertanggung jawab menciptakan dan menggali sumber daya guna 

pencapaian hasil sesuai target jangka pendek dan jangka panjang organisasi 

dan sekaligus memberikan kontribusi dalam pembangunan; 

b. terwujudnya tata kelola keuangan daerah dimaksudkan bahwa Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kabupaten Bondowoso 

bertanggungjawab menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang 

bersinergi dan terintegrasi dengan semua SKPD Kabupaten Bondowoso dan 

berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006; 

c. tertib dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan 

kegiatan selalu dilakukan tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang 

berlaku; 

d. efektif dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan 

kegiatan selalu terpenuhi sebagaimana hasil (outcome) yang diinginkan; 

e. efisien dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan 

kegiatan selalu mempertimbangkan rasio biaya dan manfaat (Benefit Cost); 

f. transparan dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan 
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kegiatan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang 

membutuhkan informasi pengelolaan keuangan daerah; 

g. akuntabel dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan 

kegiatan selalu berpedoman pada aspek legalitas maupun formalitas agar dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah. 

 

3.2.2  Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso 

Dalam rangka mewujudkan Visi-nya maka ditetapkan Misi yang diemban 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 

-2018 sebagai berikut: 

a) Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur DPPK. 

b) Mewujudkan penerimaan PAD sebagai sumber pendapatan daerah yang 

potensial dan berkelanjutan. 

c) Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah melalui tahapan perencanaan, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD. 

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut, maka 

penjelasan masing-masing dari Misi adalah sebagai berikut: 

Misi Kesatu 

Sebagai “motor” penggerak pengelola pendapatan dan belanja daerah, 

ketersediaan SDM pengelola keuangan daerah menjadi sangat penting, dan 

menjadi kunci keberhasilan proses pelaksanaan penyusunan dan 

pertanggungjawaban APBD. Kualitas SDM pengelola keuangan daerah sangat 

tergantung pada kemampuan dan keahlian para pengelola yang secara teknis 

maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner, dan berpikir 

komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan 

kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam 

organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja 

berkait dengan kesetiaan, logika dan etika. 

Misi Kedua 
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Sumber pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan, lain-lain pendapatan 

daerah yang sah, dan pendapatan asli daerah. Sejauh ini DPPK Kabupaten 

Bondowoso berupaya terus menerus dan simultan untuk mewujudkan pendapatan 

asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial dan berkelanjutan 

dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah menuju kemandirian pengelolaan 

keuangan daerah dan berharap antara lain: 

a. Dapat mewujudkan pencapaian hasil dan target yang progresif setiap kurun 

waktu tertentu. 

b. Dapat mewujudkan dan merealisasikan hasil sesuai tujuan pencapaian target 

PAD. 

c. Dapat mewujudkan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan optimal dan 

terus menerus. 

Misi Ketiga 

Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel melalui mekanisme 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Sehingga 

diharapkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso dapat memenuhi 

azas umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri dalam Negeri Nomor 13, tahun 2006. 

 

3.2.3 Kebijakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Bondowoso 

Dalam rangka mencapai visi pembangunan jangka menengah Dinas 

Pendapatan dan pengelolaan keuangan Kabupaten Bondowoso, perlu adanya 

kebijakan yang menjadi landasan implementasi kegiatan pembangunan. Kebijakan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a) Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional pengelolaan 

keuangan daerah, contoh Kursus keuangan daerah (KKD), Kursus 

Perbendaharaan dan lain-lain Penumbuhan wirausaha baru, penguatan 

wirausaha dan kelembagaan serta peningkatan fasilitasi akses permodalan bagi 

UMKM; 
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b) melaksanakan sosialisasi PAD dan PBB bersama KP PBB di tingkat 

Kecamatan dan desa disertai pemberian reward terhadap kepala desa yang 

berprestasi; 

c) melaksanakan Bintek pengelolaan keuangan daerah kepada semua SKPD dan 

mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga yang berkompeten dibidang 

pengembangan Simkeuda. 

 

3.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Bondowoso 

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap 

fungsi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan 

organisasi. Untuk menjadi organisasi yang baik, struktur organisasi bagi suatu 

perusahaan atau instansi pemerintah mutlak diperlukan. Suatu organisasi dapat 

berjalan baik apabila di dalam organisasi itu terdapat suatu perumusan tujuan yang 

jelas, pembagian tugas, deligasi kekuasaan, tingkat-tingkat pengawasan, kesatuan 

perintah, dan tanggung jawab serta koordinasi. Hal-hal tersebut dibentuk untuk 

menghindari terjadinya tumpang tindih kekuasaan dan tanggung jawab. 

Susunan organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso 

nomor 12 Tahun 2013 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam rangka mencapai hasil yang baik 

serta tercapainya tertib oganisasi dan data laksana tugas, maka Kantor Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso melaksanakan 

struktur organisasi yang berbentuk garis sebagai berikut: 
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Bagan 3.1 Struktur Organisasi Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, 2016.
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3.3.1 Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Bondowoso 

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Bondowoso dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso 

mempunyai tugas : 

a) Merumuskan Pelaksanaan Kebijakan dan Pedoman APBD. 

b) Mengendalikan Pelaksanaan APBD. 

c) Melaksanakan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan 

APBD. 

d) Melaksanakan Pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD. 

e) Melaksanakan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD). 

f) Melaksanakan pendataan, penetapan, dan penagihan pajak daerah. 

g) Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan 

pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. 

h) Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD). 

i) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. 

j) Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan kuasa yang diberikan oleh 

Bupati. 

Selain sebagai SKPD Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Bondowoso juga sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 

Kabupaten Bondowoso yang mempunyai tugas : 

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. 

b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD. 

c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

d. Melakukan fungsi BUD. 

e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD. 
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f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh 

Kepala Daerah. 

2. Sekretariat 

Sekertariat mempunyai tugas melaksanakan urusan program dan evaluasi, 

umum, kepegawaian dan keuangan SKPD. Bagian Sekertariat mempunyai fungsi: 

1. Pelaksanaan koordinasi untuk menyusun anggaran dan laporan; 

2. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan; 

3. pelaksanaan rencana program, kegiatan dan evaluasi; 

4. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, peralatan, dan perawatan; 

5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan 

dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. 

Sekretariat terbagi atas 3 (tiga) Sub Bagian Yaitu : 

A. Sub. Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas: 

1) Melakukan penyusunan program dan kegiatan. 

2) Melakukan evaluasi program dan kegiatan SKPD. 

3) Melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) SKPD. 

4) Melakukan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) 

SKPD. 

5) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. 

6) Melakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). 

B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 

a. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan. 

b. Melakukan tata usaha, kearsipan, dokumentasi dan kepustakaan. 

c. Melakukan rencana kebutuhan pendidikan dan kepelatihan. 

d. Melakukan penyiapan bahan formasi, pengurusan tata usaha, dokumentasi, 

statistik dan kesejahteraan pegawai. 

e. Melakukan penyiapan bahan penghargaan, bimbingan dan pembinaan 

disiplin pegawai. 

f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. 

C. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: 
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1. Melakukan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

2. Melakukan tata usaha keuangan dan laporan pertanggungjawaban keuangan. 

3. Melakukan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan SKPD. 

4. Melakukan penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi 

anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. 

5. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. 

3. Bidang Pendapatan Daerah 

Kepala Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas Melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang pengelolaan pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, 

parkir, penerangan jalan, air tanah dan kegiatan pendapatan pajak daerah selain 

PBB dan BPHTB serta melaksanakan penerimaan dana bagi hasil dan penerimaan 

lainnya. Kepala Bidang Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : 

a) Penyusunan rencana kerja mengacu pada rencana strategi dinas; 

b) perumusan bahan kebijakan dan petujuk teknis pengelolaan pajak daerah 

selain PBB dan BPHTB; 

c) pelaksanaan pengelolaan pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, restoran, 

hiburan, parkir, reklame, penerangan jalan, dan air tanah; 

d) pelaksanaan kegiatan penggalian dan pengembangan sumber pendapatan 

daerah selain PBB dan BPHTB; 

e) pembinaan pajak daerah selain PBB dan BPHTB; 

f) pelaksanaan administrasi/tata usaha pendapatan daerah selain PBB dan 

BPHTB; 

g) pelaksanaan penelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan BPHTB; 

h) pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah selain PBB dan 

BPHTB; 

i) pelaksanaan penghitunagn, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah selain 

PBB dan BPHTB; 

j) pelaksanaan penagihan panjak daerah selain PBB dan BPHTB; 

k) pengendalian oprasional, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

pendapatan selain PBB dan BPHTB; 
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l) pelaksanaan penyusunan dan perhitungan target pendapatan daerah selain 

PBB dan BPHTB; 

m) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Bidang Pendapatan terbagi atas seksi-seksi yaitu : 

A. Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas : 

1. Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Pendataan dan Pendaftaran 

mengacu pada rencana kerja Bidang Pendapatan Daerah; 

2. melakukan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran subyek dan obyek pajak 

daerah selain PBB dan BPHTB; 

3. melakukan pengkajian, pengelolaan dan verifikasi data subyek dan obyek 

pajak daerah selain PBB dan BPHTB; 

4. melakukan tugas administrasi/tata usaha serta dokumentasi subyek dan 

obyek pajak daerah selain PBB dan BPHTB; 

5. melakukan penerbitan surat keputusan NPWPD; 

6. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis 

yang berkaitan dengan Pendataan dan Pendaftaran; 

7. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada seksi pendataan dan 

pendaftaran; 

8. melakukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan 

BPHTB yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran; 

9. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan 

Daerah. 

B. Seksi Penetapan mempunyai tugas : 

1) Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Penetapan mengacu pada rencana 

kerja Bidang Pendapatan; 

2) melakukan perhitungan besarnya jumlah ketetapan pajak daerah dan 

besarnya angsuran pajak daerah selain PBB dan BPHTB yang terhutang; 

3) melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) selain PBB 

dan BPHTB; 

4) melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi penetapan; 
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5) melakukan tugas administrasi/ tata usaha ketetapan pajak daerah dan 

pendapatan daerah selain PBB dan BPHTB; 

6) melakukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan 

BPHTB yang berkaitan dengan penetapan; 

7) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan 

Daerah. 

C. Seksi Penagihan mempunyai tugas : 

a. Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Penagihan mengacu pada rencana 

kerja Bidang Pendapatan; 

b. melakukan penagiahan pajak daerah dan lainnya selain PPB dan BPHTB; 

c. melakukan penerimaan setoran pajak daerah selain PPB dan BPHTB; 

d. melakukan tugas administrasi/ tata usaha penagiahan pajak dan pendapatan 

daerah lainnya selain PBB dan BPHTB; 

e. melakuan kegiatan koordinasi penagiahan pajak daerah lainnya selain PBB 

dan BPHTB; 

f. melakukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan 

BPHTB yang berkaitan dengan penagiahan; 

g. melakukan pengendalian teknis operasional penagiahan pajak daerah; 

h. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan penagihan. 

i. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan 

Daerah. 

4. Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB 

Kepala Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber 

dari Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

serta penerimaan dana bagi hasil PBB Migas, Perhutanan dan Perkebunan. Kepala 

Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan perencanaan kerja bidang yang mengacu pada perencanaan 

strategis dinas; 

b. melaksanaan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis 

pengelolaan PBB dan BPHTB; 
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c. pelaksanaan pengelolaan PBB dan BPHTB; 

d. pelaksanaan pembinaan dan paemantauan pelayanan PBB dan BPHTB skala 

kabupaten; 

e. pelaksanaan pengkoordinasian dalam rangka pelayanan, pendaftaran, 

penyusunan rumusan dan langkah strategis penerimaan PBB dan BPHTB; 

f. pelaksaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada bidang Pendapatan PBB 

dan BPHTB; 

g. pelaksanaan penyajian data dan informasi penerimaan PBB, BPHTB dan dana 

bagi hasi PBB Migas, Perhutanan, Perkebunan; 

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Bidang Pendapatan terbagi atas seksi-seksi yaitu : 

A. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi PPB dan BPHTB mempunyai tugas : 

a) Melakukan penyiapan bahan perencanaan kerja seksi yang mengacu pada 

rencana kerja bidang; 

b) melakukan administrasi pendaftaran, pendataan obyek pajak baru PBB 

sebagai obyek baru yang belum terdaftar pada administrasi PBB dan 

Sismiop PBB; 

c) melakukan verifikasi dan pemeriksaan dilapangan terhadap obyek pajak 

(baik obyek pajak baru, mutasi sebagian/seluruhnya) serta penghapusan 

obyek pajak; 

d) melakukan proses administrasi pembetulan SPPT/SKP; 

e) melakukan evaluasi ketetapan nilai jual obyek pajak; 

f) melakukan penghitungan penetapan nilai obyek pajak PBB; 

g) melakukan administrasi pembetulan, pembatalan, keberatan, pengurangan, 

penghapusan, kompensasi, restitusi, atas permohonan dari wajib pajak dan 

penyelesaian permasalahannya; 

h) melakukan pendistribusian dan penyampaian informasi atas ketetapan PBB 

tahun berjalan; 

i) melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; 

j) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan 

PBB dan BPHTB. 
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B. Seksi Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai tugas : 

1. Melakukan penyiapan bahan perencanaan kerja seksi yang mengacu pada 

rencana kerja bidang; 

2. melakukan pengadministrasian dan pemprosesan dokumen masuk pada 

seksi penagihan PBB dan BPHTB; 

3. melakukan penyampaian dan pengisian kartu pengawasan tunggakan 

penagihan PBB dan BPHTB; 

4. melakukan penatausahaan dan pemerosesan surat keputusan keberatan, 

banding pengurangan dan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat 

keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; 

5. melakukan penyelesaian usulan pemerikasaan dalam rangka penagihan PBB 

dan BPHTB; 

6. melakukan penagihan dan tunggakan PBB dan BPHTB; 

7. melakukan penyiapan bahan pengahapusan piutang PBB dan BPHTB; 

8. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis 

yang berkaitan dengan seksi Penagihan PBB dan BPHTB; 

9. melakukan dan menjawab konfirmasi data tunggakan wajib pajak PBB dan 

BPHTB; 

10.melakukan penyelesaian permohonan mengangsur dan penundaan   

     pembayaran PBB dan BPHTB; 

11.melakukan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan PBB  

     dan BPHTB; 

12.melakukan penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa, Surat Perintah; 

13.melakukan Penyitaan (SPMP) dan Surat Keputusan pencabutan sita; 

14.melakukan pelelangan dan penyelesaian pembatalan permohonan lelang; 

15.melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; 

16.melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan  

     PBB dan BPHTB. 

C. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas : 

1) Melakukan penyiapan bahan perencanaan kerja seksi yang mengacu pada 

rencana kerja bidang; 
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2) melakukan pengelolaan data PBB dan pembuatan salinan SPPT SKP/SPT 

sebagai pengganti SPPT yang rusak, hilang atau belum diterima; 

3) melakukan penetapan ketetapan data obyek dan subyek sebagai tindak lanjut 

adanya perubahan dan pengembangan data PBB; 

4) melakukan pemeliharaan jaringan dan sistem (Back Up data); 

5) melakukan pelaporan dan pemeliharaan data potensi PBB dan basis data 

PBB (SISMIOP PBB); 

6) melakukan perekaman data dan input data dari hasil penerimaan 

pembayaran PBB dan BPHTB; 

7) melakukan validasi penerimaan pembayaran SSPD BPHTB; 

8) melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap PPAT; 

9) melakukan rekonsiliasi data penerimaan PBB dan BPHTB; 

10)melakukan penyempurnaan sistem pembentukan basis data PBB dan  

     BPHTB; 

11)melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan langkah strategis dalam  

     pencapaian penerimaan PBB dan BPHTB; 

12)melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan  

     PBB dan BPHTB. 

5. Bidang Anggaran mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD serta 

pengendalian pelaksanaan APBD; 

b. melaksanakan penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPASKPD)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA-SKPD) 

untuk disahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang anggaran mempunyai fungsi: 

a) Penyiapan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran APBD/Perubahan APBD; 

b) penyiapan bahan Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPASKPD)/Dokumen 

pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA-SKPD) untuk disahkan Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah; 
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c) penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan 

daerah; 

d) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah; 

e) penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan dibidang anggaran; 

f) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. 

Bidang Anggaran terbagi atas seksi-seksi yaitu : 

A. Seksi anggaran pendapatan mempuyai tugas: 

a) Melakukan pengumpulan bahan penyusunan rencana dan perubahan 

pendapatan daerah; 

b) melakukan konsilidasi data anggaran pendapatan; 

c) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran 

B. Seksi anggaran belanja dan pembiayaan mempunyai tugas: 

a. Melakukan pengumpulan bahan penyusunan rencana dan perubahan belanja 

dan pembiayaan daerah; 

b. melakukan konsolidas data anggaran belanja dan pembiayaan; 

c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Anggaran. 

C. Seksi pengendalian anggaran mempunyai tugas: 

1) Melakukan penyusunan kebijakan pedoman pelaksanaan APBD; 

2) melakukan evaluasi dan analisis Anggaran Pendapatan Belanja dan 

Pembiayaan Daerah; 

3) melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan daerah; 

4) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran. 

6. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan anggaran kas; 

b. melaksanakan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD); 

c. melaksanakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 

d. melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan 

atau lembaga keuangan yang ditunjuk; 

e. melaksanakan, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 

pelaksanaan PBD; 

f. melaksanakan penyimpanan dan penempatan uang daerah; 
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g. melaksanakan pengelolaan investasi daerah; 

h. melaksanakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna 

anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 

i. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah. 

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang perbendaharaan mempunyai fungsi: 

a) Penyiapan bahan penyediaan dana yang diperlukan dalam pelakanaan APBD; 

b) penyiapan bahan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan 

investasi; 

c) penyiapan bahan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna 

anggaran atas beban rekening kas daerah; 

d) penyiapan bahan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama 

pemerintah daerah; 

e) penyiapan bahan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 

f) penyiapan bahan penagihan utang piutang daerah; 

g) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Bidang Perbendaharaan Terbagi atas seksi-seksi yaitu : 

A. Seksi Pengelolaan dan penyediaan dana mempunyai tugas : 

a) Melakukan penyiapan anggaran kas daerah; 

b) melakukan penyiapan SPD; 

c) melakukan administrasi teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas daerah; 

d) melakukan penyiapan bahan pengelolaan investasi daerah; 

e) melakukan penyiapan bahan pemberian pinjaman atas nama pemerintah 

daerah; 

f) melakukan rekonsiliasi atas RKUD; 

g) melakukan penyiapan bahan laporan posisi kas; 

h) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Perbendaharaan. 

B. Seksi Belanja langsung mempunyai tugas 

a. Melakukan verifikasi kelengkapan SPM yang diajukan pengguna anggaran 

berupa SPJ; 
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b. melakukan penerbitan SP2D belanja langsung; 

c. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran 

atas beban rekening kas umum daerah; 

d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Perbendaharaan. 

C. Seksi belanja tidak langsung mempuyai tugas : 

1) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPM yang diajukan pengguna 

anggaran berupa SPJ; 

2) melakukan menerbitkan SP2D belanja tidak langsung; 

3) melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna 

Anggaran atas beban rekening kas daerah; 

4) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Perbendaharaan. 

7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan koordinasi dan konsoliasi dalam rangka penyusunan laporan 

keuangan; 

b. melaksanakan koordinasi konsoliasi dalam rangka penyajian 

informasi keuangan daerah. 

Dalam melaksanakan tugasnya bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai 

fungsi: 

a) Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan daerah; 

b) penyiapan bahan penyusunan laporan Realisasi Semester Pertama APBD serta 

Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya; 

c) penyiapan bahan penyusunan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 

daerah; 

d) penyiapan bahan penyajian informasi keuangan daerah; 

e) pelaksanaan pembinaan penyusunan laporan keuangan; 

f) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. 

Bidang akuntansi terbagi atas seksi-seksi yaitu : 

A. Seksi akuntansi mempunyai tugas yaitu : 

a. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 
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b. melakukan konsolidasi dalam rangka penyusunan laporan Realisasi 

Semester Pertama APBD serta prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dari 

SKPD dan SKPKD; 

c. melakukan konsolidasi Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD dalam 

rangka penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan; 

d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi 

dan Pelaporan. 

B. Seksi fasilitas dan informasi keuangan mempunyai tugas : 

a) Melakukan pembinaan penyusunan laporan keuangan; 

b) menyajikan informasi keuangan daerah; 

c) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi 

dan Pelaporan. 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan 

penulis di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan  Kabupaten Bondowoso, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Prosedur validasi SSPD-BPHTB merupakan langkah-langkah yang bermanfaat 

untuk memfilter kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh wajib pajak.  

2. Pelaksanaan prosedur validasi SSPD-BPHTB pada bagian pelayanan BPHTB 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso telah 

dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  

3. Pada bagian pelayanan BPHTB tidak melakukan verifikasi lapangan 

dikarenakan Kantor Pertanahan yang terjun langsung ke lapangan untuk 

meneliti, dan mengukur keaslian objek pajak. Jika ada kesalahan dalam 

pengisian SSPD-BPHTB, bagian pelayanan BPHTB berhak mengganti data 

yang ada pada SSPD-BPHTB berdasarkan berkas-berkas pendukung yang 

terlampir. 

4. Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Transaksi 

Jual Beli menggunakan self assesment system. Dalam hal ini, wajib pajak 

sendiri yang menghitung dan menentukan besarnya pajak BPHTB yang 

terhutang.  

 

5.2 Saran 

 Pada dasarnya aktifitas yang dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten Bondowoso telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan 

aturan yang berlaku. Oleh karena itu, saran yang akan diberikan oleh penulis 

bersifat tambahan pendapat atau masukan yang dapat bermanfaat bagi Dinas 
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Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. Saran yang akan 

disampaikan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat (wajib pajak) tentang 

pentingnya melakukan validasi SSPD-BPHTB agar dapat meningkatkan 

kesadaran wajib pajak. Dengan demikian, kesadaran masyarakat untuk segera 

mengajukan validasi SSPD-BPHTB lebih meningkat. 

2. Perlunya arahan kepada masyarakat agar melakukan pengisian SSPD-BPHTB 

dengan jujur dan benar sesuai dengan keaslian objek pajak. 
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Lampiran A: Surat Permohonan Magang 
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Lampiran B: Surat Diterima Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran C: Surat Tugas untuk Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran D: Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran E: Surat Tugas untuk Dosen Pembimbing 
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Lampiran F: Angket Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran G: Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata (Bulan Februari) 
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Lampiran G.1: Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata (Bulan Maret) 
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Lampiran H: Formulir Kegiatan Bimbingan 
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Lampiran I: Contoh SSPD-BPHTB Terhutang 
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Lampiran I.1: Contoh SSPD-BPHTB Nihil Jual Beli 
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Lampiran I.2: Contoh SSPD-BPHTB Kurang Bayar Jual Beli 
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Lampiran J: Contoh Formulir Permohonan Penelitian SSPD-BPHTB 
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Lampiran K: Contoh Formulir Pengajuan Data 
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Lampiran L: Contoh SPPT PBB 
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Lampiran M: Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 
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Lampiran N: Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 
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Lampiran P: Dokumentasi 

 

     

Gambar 1. Kegiatan Saat Praktek Kerja Nyata 

 

Gambar 2. Foto Bersama Pegawai DPPK Bidang PBB P2 dan BPHTB 
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